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ABSTRAKSI 
 
 Arus globalisasi dan perdagangan bebas nampak dengan adanya mobilitas 
orang-orang antar negara yang membawa keuntungan khususnya bagi penerimaan 
pajak disuatu negara. Setiap negara mempunyai hak pemungutan serta manjaga 
hak pemajakannya, oleh karena itu setiap negara mengadakan perjanjian 
penghindaran pajak berganda atau yang sering disebut dengan tax treaty sebagai 
upaya mencegah terjadinya pajak berganda. 
 Penentuan orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri atau subjek 
pajak luar negeri, telah diatur dengan ketentuan pasal 2 ayat 2, 3 dan 4 undang-
undang pajak penghasilan. Sesuai dengan undang-undang PPh Pasal 2 ayat 4, 
subjek pajak luar negeri merupakan; orang pribadi itu tidak bertempat tinggal atau 
tidak menetap di Indonesia;  orang pribadi itu berada di Indonesia tidak lebih dari 
183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan; orang pribadi yang berada di 
Indonesia, tetapi tidak mempunyai niat untuk bertempat tinggal atau menetap di 
Indonesia. Subjek pajak luar negeri dalam kertas karya ini dikenakan pajak atas 
penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh perusahaan 
milik wajib pajak dalam negeri, dengan tarif sebesar 20% atau menurut tarif tax 
treaty.   
 Penerimaan pajak yang merupakan suatu keuntungan dari mobilitas orang-
orang antar negara tercermin dalam penerimaan pajak penghasilan pasal 26 tiap 
tahunnya pada setiap KPP di Indonesia dalam kertas karya ini, cerminan tersebut 
nampak pada Bab IV hasil dan pembahasan yang mana metode pengumpulan data 
dalam kertas karya ini menggunakan dokumen yang diolah secara kualitatif dan 
kuantitatif. 
 Penghitungan pajak penghasilan pasal 26, berdasarkan pada tarif serta gaji 
yang dibayarkan pemberi kerja yang tercantum dalam RPTKA (Rencana 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing). Penentuan orang asing sebagai wajib pajak luar 
negeri dilihat dari lamanya di Indonesia, melebihi 183 hari atau tidak dengan 
demikian gaji atas imbalan sehubungan dengan pekerjaan tersebut dikenakan PPh 
Pasal 26 atau PPh Pasal 21. Pemahaman pajak orang asing telah tertuang dalam 
tax treaty, yang mengatur berbagai istilah maupun aturan yang behubungan 
dengan pajak orang asing. Pajak atas penghasilan tersebut dibayarkan dalam 
bentuk mata uang Rupiah, apapun mata uang yang digunakan untuk membayar 
gaji tersebut, penyetoran pajaknya tetap dalam mata uang Rupiah dengan 
menggunakan nilai kurs Menteri Keuangan yang diumumkan tiap minggunya. 
 Dengan pemahaman tax treaty yang telah diadakan dengan negara yang 
bersangkutan, memahami undang-undang perpajakan, serta adanya RPTKA 
(Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) niscaya akan meningkatkan 
penerimaan pajak khususnya penerimaan pajak penghasilan pasal 26 pada KPP di 
seluruh Indonesia tanpa adanya pemajakan berganda. 
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